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ABSTRAK 
ANDI ALTI, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah 
daerah Dalam Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Di Kabupaten 
Bone Berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004”. (Dibimbing 
oleh Bapak Muh. Yunu wahid  dan  Bapak Naswar) 
 
Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) 
telah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia. Kendati pemahaman 
mengenai  good governance berbeda-beda, sebagian besar dari mereka 
membayangkan bahwa dengan  good governance mereka akan dapat 
memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka 
membayangkan bahwa dengan memiliki praktik governance yang lebih 
baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi 
menjadi semakin rendah dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan 
kepentingan warga. 
Sehingga kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan bidang 
ketenaga kerjaan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pelayanan berupa penyelenggaraan 
pelatihan, penempatan tenaga keja, syarat-syarat kerja, norma kerja dan 
Pelayanan Kartu AK I. 
Namun kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
dalam pelayanan Ketenagakerjaan terbagi 2(dua) yaitu Kendala Internal, 
yaitu segala bentuk penghambat dan tidak tepat sasaran yang disebabkan 
oleh Pemda atau pusat. Kemudian Kendala External yaitu segala bentuk 
permasalahan yang disebabkan oleh faktor para pencari kerja maupun 
kondisi diluar Pemerintah Daerah. 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah karena atas berkat 
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ilmu pengetuan yang penulis geluti. 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta 
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hentinya mendoakan penulis demi kesuksesan penulis. Teruntuk Saudara 
penulis yang selalu menemani dan memberi semangat dalam 
menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Permasalahan 
Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan manusia. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) 
telah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia. Kendati pemahaman 
mengenai  good governance berbeda-beda, sebagian besar dari mereka 
membayangkan bahwa dengan  good governance mereka akan dapat 
memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka 
membayangkan bahwa dengan memiliki praktik governance yang lebih 
baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi 
menjadi semakin rendah dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan 
kepentingan warga. 
Dalam UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara 
Indonesia ialah  Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ini berarti 
bahwa Negara yang berbentuk negara kesatuan, maka segenap 
kekuasaan atau kewenangan serta tanggung jawab terhadap 
kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia berada di 
bawah kendali satu pemegang kekuasaan terpusat yang terdapat pada 
Pemerintah Pusat. Dengan demikian corak sistem pemerintahan tersebut 
adalah bersifat sentralisasi. Namun karena wilayah Negara Republik 
Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku bangsa yang 
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beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis bukanlah tipe ideal 
sistem pemerintahan yang cocok untuk mengatur wilayah dan penduduk 
yang demikian banyak dan beragam itu, untuk itu diaturlah corak 
pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan corak 
desentralisasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 UUD 1945. 
 Sejak diberlakukannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan 
kemudian dirubah menjadi Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagai penganti Undang Undang No. 5 Tahun 
1974, diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi 
daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan, sebab sudah 2 
(dua) kali perubahan undang-undang tersebut dilakukan, namun 
peningkatan pelayanan publik sebagai sasarannya selalu 
dipertanyakan, bahkan ada diskusi yang membahas bahwa Undang 
Undang No. 32 Tahun 2004 perlu lagi perubahan. 
Undang-undang tersebut merupakan implimentasi Pasal 18 ayat 
(1) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia 
merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah propinsi 
dan propinsi terdiri dari daerah kabupaten dan kota yang mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, 
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah daerah propinsi, 
daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Dalam 
menjalankan otonomi dan tugas perbantuan kecuali urusan pemerintah 
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pusat, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan lain sesuai dengan ketentuan berlaku. 
Pada dasarnya, maksud Pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 
Selanjutnya dijelaskan bahwa pemerintahan daerah dalam 
meningkatkan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi 
daerah, perlu memperhatikan antar susunan pemerintahan antar 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dalam 
sistem Negara Kesatuan RI. Dalam berbagai aspek UU No. 32 Tahun 
2004 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
secara adil dan selaras. Di samping itu, dalam menjalankan perannya, 
daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah 
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yang sering disoroti 
masyarakat menjadi faktor penentu yang penting dari penurunan minat 
investasi. Dalam kehidupan politik, perbaikan kinerja birokrasi pelayanan 
publik berimplikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah. Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu 
faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan 
mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, 
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karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan 
kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah 
bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik.Perubahan 
lingkungan strategis dalam kepemerintahan mempengaruhi cara 
pendekatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan. kecenderungan sikap aparatur yg lebih ingin dilayani 
daripada melayani. 
Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Daerah seperti memberikan 
perlindungan hukum bagi tenaga kerja, Hak-hak dasar tenaga kerja 
perempuaan dan program pelatihan pemberdayaan tenaga kerja 
merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, sehingga dapat 
diketahui keberpihakan Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bone 
terhadap tenaga kerja yang ada. Di samping itu pelayanan PEMDA 
dibidang ketenagakerjaan merupakan salah satu retribusi Kabupaten 
Bone yang berarti sumber pendapatan daerah.  Untuk itu perlu 
dilakukan penelitian yang berjudul; “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Bidang 
Ketenaga kerjaan Di Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-
Undang No.32 Tahun 2004”. 
Dengan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana implikasi 
kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan terhadap 
masyarakat Kabupaten Bone dalam bidang ketenagakerjaan, serta 
kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bone dalam 
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pelaksanaan kewenangan tersebut sehingga dapat diwujudkan 
pemerintahan yang baik. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan 
bidang ketenaga kerjaan di Kabupaten Bone berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ? 
2. Apakah kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan 
kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan bidang 
ketenaga kerjaan di Kabupaten Bone sesuai Dasar Hukum 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan Penelitian ini, yaitu  
1. Untuk mengetahui kewenangan yang diterapkan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone dalam bidang ketenagakerjaan. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat 
pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan. 
Manfaat penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui serta membuktikan teori-
teori yang    berkenaan dengan penulisan ini.  
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2. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijadikan bahan 
rujukan/referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang 
relevan dengan materi dari skripsi ini, serta pihak lain yang memiliki 
perhatian terhadap isu-isu kewenangan pelayanan Pemerintah 
Daerah di Kabupaten Bone. 
3. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya 
Pemerintah Kabupaten Bone. 
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BAB  II 
TINJAUAN  PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kewenangan Dan Tinjauan Yuridisnya 
1. Pengertian Kewenangan 
Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, berbicara kewenangan 
memang   menarik, karena secara alamiah manusia sebagai mahluk 
sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam 
suatu komunitasnya,dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan 
ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan. Secara pengertian bebas 
kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu 
tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam 
suatu kelompok tertentu. 
Sementara berbicara tentang sumber-sumber kewenangan,maka 
terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu : 
1. Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau 
lembaga / pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk 
Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-
Undang.Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan 
DPR untuk membentuk Undang-Undang. 
2. Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan 
kewenanangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha 
Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralaih pada 
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penerima delegasi.Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan 
DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah. 
3. Sumber mandat yaitu pelempahan kewenangan dan tanggung 
jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat.Sebagai contoh : 
Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri 
dimandatkan kepada bawahannya. 
Ibrahim (1:2011), dalam tulisannya yang berjudul “Penggunaan 
Wewenang Menurut Hukum” menjelaskan bahwakewenangan adalah 
kekuasaan hukum untuk mematuhi aturan hukumdalam lingkup 
menjalankan kewajiban publik. Wewenang dalam konsep hukum 
menjelaskan bahwa ada 3 komponen kewenangan yaitu : pengaruh, dasar 
hukum dan konformitas hukum, yang dimana komponen pengaruh ialah 
penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku 
subjek hukum, komponen hukum ialah wewenang itu harus selalu dapat 
ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan komponen komfirmitas mengandung 
makna adanya standar wewenang yaitu standar umum dan standar 
khusus.  
Asas legalitas merupakan unsur universal konsep negara hukum 
apapun tipe negara hukum yang dianut suatu negara. Dalam HUKUM 
TATA NEGARA asas legalitas dalam wujudnya “nullum delictum sine 
lege” dewasa ini masih diperdebatkan asas berlakunya. Dalam hukum 
administrasi asas legalitas dalam wujudnya “wetmatigheid van 
bestuur” sudah lama dirasakan tidak memadai. Tidak memadainya asas 
“wetmatighid van bestuur” pada dasarnya berakar pada hakikat 
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kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintahan di Indonesia sangat 
populer disebut dengan eksekutif dalam prakteknya tidaklah murni sebuah 
kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang). Dalam kaitan 
dengan hal tersebut. 
Philipus M. Hadjon menyatakan dengan menyindir pendapatnya 
N.E. Algra bahwa : “pada kepustakaan Belanda jarang menggunakan 
istilah “uitvoerende macht”, melainkan menggunakan istilah yang populer 
“betuur” yang dikaitkan dengan “sturen” dan “sturing”. 
“Bestuur”dirumuskan sebagai lingkungan kekuasaan negara di luar 
lingkungan kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial”. 
Sedangkan Rian Ardi (2:2010), dalam tulisannya mengenai 
“Pengertian, Perbedaan Kekuasaan Dan Wewenang” menjelaskan 
kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah 
orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 
Dimana penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor 
kritis bagi evektivitas organisasi sebab kewenangan digunakan untuk 
mencapai tujuan pihak yang berwenang.Robert Biersted menyatakan 
dalam bukunya “an analysist of social power” bahwa kewenangan 
merupakan kekuasaan yang dilembagakan, seseorang yang memiliki 
kewenangan berhak membuat peraturan  dan mengharapkan kepatuhan 
terhadap peraturannya. 
Wahyu (4:2010) dalam tulisannya yang berjudul “Kewenangan, 
Sentralisasi Dan Disentralisasi” bahwa kewenangan adalah dasar untuk 
bertindak berbuat dan melakukan aktivitas perusahaan sehingga tanpa 
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kewenangan orang-orang tak dapat berbuat apa-apa. Adapun 
kewenangan itu sendiri adalah jumlah kekuasaan atau power yang 
didelegasikan pada satu jabatan. Kewenangan terbagi 3 jenis : line 
authority adalah wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung, 
untuk mencapai sasaran organisasi, staff authority adalah wewenang 
kelompok atau lini yang berfungsi menyediakan saran dan jasa terhadap 
manajer lini, functional authority adalah wewenang anggota staff untuk 
megendalikan aktivitas departemen lain. 
Hasibuan (2007:64) kewenangan adalah kekuasaan yang sah dan 
legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau 
tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar 
hukum yag sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. 
Sutarto (2001:141) berpendapat wewenang adalah hak seseorang 
untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung 
jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Secara teori, kewenangan 
mempunyai sifat 2 macam yaitu kewenangan yang bersifat atributif dan 
yang lain adalah bersifat distributif. Kewenangan yang bersifat atributif 
adalah kewenangan bersifat melekat maksudnya kewenangan yang 
langsung diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan yang 
bersifat distributif adalah kewenangan yang misalnya diberikan oleh 
atasan kepada bawahan dan hanya bersifat sementara. 
Adapun perbedaan antara kewenangan atributif dan kewenangan 
distributif adalah terletak pada pertanggung jawabannya, kewenangan 
atributif memiliki tanggung jawab yang melekat kepada aparat atau 
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pejabat yang langsung ditunjuk oleh undang-undang. Sedangkan 
kewenangan distributif terbagi dua yaitu mandat dan delegasi, untuk 
mandat pertanggung jawabannya melekat pada pemberi wewenang dan 
untuk delegasi pertanngung jawabannya berpindah kepada si penerima 
wewenang. 
(Kamus Besar bahasa Indonesia, 1995) didefinisikan sebagai 
kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung 
jawab kepada orang lain;fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.  
Kewenangan dalam literature bahasa inggris disebut authority atau 
competence, sedang dalam bahasa Belanda disebut gezag atau 
bevoegdheid. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu 
tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh 
undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan 
hukum. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 
(matcht).  
Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak 
berbuat. Dalam hukum “wewenang”, berarti pula hak dan kewajiban 
(rechteren plichter). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak 
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (self regular) 
dan mengelola sendiri (self bestur). Sedangkan kewajiban berarti 
kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 
mestinya. Kewenangan itu berasal dari delegasi dan mandate. Istilah 
delegasi berarti penyerahan atau perlimpahan wewenang dari atasan 
kepada bawahan untuk suatu tugas-tugas tertentu dengan kewajiban 
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untuk mempertanggunjawabkan tugas itu kepada pemberi tugas, seperti 
camat menerima perlimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/ 
Walikota. Adapun istilah mandate adalah perintah atau tugas yang 
diberikan oleh atasan untuk melaksanakan suatu tugas. 
Menurut Prajudi atmosudirdjo, membedakan antara wewenang 
(competence, bevoegdheid) dan kewenangan (author, gezag). Walaupun 
dalam prakteknya perbedaan tidak selalu perlu. Kewenangan apa yang 
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 
legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif 
administrative (Prajudi Atmosudirdjo, 1995:78). Tipe kewenangan, yaitu : 
1. Kewenangan Prosedural, yaitu berasal dari Peraturan 
Perundang-undangan. 
2. Kewenangan Substansial, yaitu bersal dari tradisi, kekuatan 
sacral, kualitas pribadi dan instrumental. 
Sikap terhadap kewenangan, yaitu Menerima, Mempertanyakan 
(skeptis), Menolak dan Kombinasi. 
Hendy (2:2012), berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah yang 
didipimpin oleh Kepala Daerah juga memiliki kewenangan tersendiri yang 
bersifat atributif dalam segala bidang seperti pemerintah pusat kecuali : 
Politik Luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan Fiskal 
Nasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah maka setiap daerah berwenang untuk 
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mengeluarkan peraturan sendiri khusus untuk daerahnya sendiri yang 
kemudian kita kenal dengan sebutan Peraturan Daerah (PERDA). 
Setiap Peraturan Daerah tentunya akan dibahas di DPRD bersama 
dengan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai 
tingkat wilayah pemerintahan masing-masing. Oleh karena DPRD 
bersama Kepala Daerah berwenang membuat produk hukum dalam hal ini 
Peraturan Daerah maka DPRD dan Kepala Daerah dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas produk hukum yang mereka buat karena 
kewenangan yang mereka miliki bersifat atributif. 
2. Peraturan Daerah Tentang Pembagian Kewenangan 
Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota 
Kabupaten dan Kota yang selama ini berkedudukan sebagai 
wilayah administratif dan juga sebagai daerah otonom telah berakhir 
karena konstelasi pemerintahan sedemikian itu cenderung mematikan 
kreatifitas dan inovasi daerah dalam mengembangkan daerahnya. Dalam 
UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 
Tahun 2004 status kabupaten dan kota tidak lagi sebagai wilayah 
administratif tetapi hanya sebagai daerah otonom dengan kewenangan 
yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian 
terjadi perubahan penyebutan dari kotamadya menjadi kota karena 
kotamadya mengandung konotasi tingkatan kota dalam arti kota kecil, 
kota sedang, dan kota besar padahal dalam kenyataannya tidaklah 
demikian. 
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Selain itu istilah kabupaten yang dahulunya mengandung konotasi 
wilayah administratif, sekarang hanya mengandung arti daerah otonom. 
Dalam hubungan ini maka otonomi luas diberikan kepada kabupaten/kota, 
sehingga masing masing daerah kabupaten dan kota dapat mengambl 
peran yang lebih besar dalam menentukan kemajuan dan perkembangan 
daerahnya dengan tetap menjaga kesatuan bangsa Indonesia. 
Kewenangan daerah Kabupaten dan daerah kota di wilayah laut, 
sebagaimana yang dimaksud di atas, adalah sejauh sepertiga dari wilayah 
kewenangan provinsi. 
Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan 
Daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala 
Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah 
Daerah meliputi: 
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman umum; 
d. Penyediaan sarana dan prasaran umum 
e. Penanganan bidang kesehatan 
f. Penyelenggaraan pendidikan 
g. Penanggulangan masalah sosial 
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
j. Pengendalian lingkungan hidup; 
k. Pelayanan pertahanan 
l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 
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m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 
n. Pelayanan administrasi penanaman modal 
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan 
p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan.     
 
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi luas kepada daerah 
kabupaten dan kota, maka kabupaten dan kota yang lemah akan 
mengalami proses penggabungan sehingga merupakan daerah otonom 
yang kuat dan akan benar benar mampu berotonomi dalam arti 
sesungguhnya mandiri. Dengan demikian tanggung jawab pemerintah 
daerah kabupaten dan kota yang akan datang akan semakain berat dan 
kompleks apalagi harus mempunyai daya saing yang tinggi. 
Mekanisme pengawasan Perda dalam Undang-Undang 
Pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 145. Adapun mekanisme 
pengawasan Perda secara rinci dapat diuraikan berikut ini : Perda 
disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
ditetapkan. Penerapan jangka waktu 7 (tujuh) hari ini telah 
mempertimbangkan administrasi pengiriman Perda dari daerah yang 
tergolong jauh.Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh 
Pemerintah. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dengan Peraturan 
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Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda. 
Penetapan waktu 60 (enam puluh) hari ini dilakukan dengan pertimbangan 
untuk mengurangi dampak negatif jika benar perda tersebut telah 
bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam tindak lanjut hasil 
pembatalan, ada dua implikasi yang harus dijalankan oleh Pemerintah 
Daerah,yaitu : (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan 
pembatalan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda 
dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda 
dimaksud. Penetapan waktu 7 (tujuh) hari, adalah pertimbangan agar 
dampak negatif dari peraturan daerah tersebut segera dihentikan. (2) 
Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk 
membatalkan Perda, Perda dimaksud dinyatakan berlaku. Apabila 
Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan 
Perda dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada 
Mahkamah Agung. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung 
merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah. 
Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Yang berisi Pasal 1 Dalam 
Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  
1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.    
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.  
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat. 
5. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat 
berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang 
ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan 
urusan pemerintahan.Pasal 2 : mengenai urusan pemerintahan 
yang berbunyi : (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan 
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
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Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama 
antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. (2) Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal 
nasional, serta agama. (3) Urusan pemerintahan yang dibagi 
bersama antar tingkatan dan/atau  susunan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan 
pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan. 
 
B.  Ketenagakerjaan 
1. Pengertian Ketenagakerjaan  
Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap 
dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. 
Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan 
sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 
dengan 64 tahun. 
Pengertian Tenaga Kerja Undang Undang dan jenis 
perlindungan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 tahun 
2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di 
luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 
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Wira Romadhoni (12:2012), menjelaskan dalam artikelnya tenaga 
kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan 
masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat 
tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja 
sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur 
kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Sesuai dalam peraturan 
Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja 
adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib 
mengikuti program jaminan social tenaga kerja karena adanya 
pentahapan kepesertaan. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia 
yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang 
mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus 
sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan 
kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social 
tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, 
dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan 
sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pemeliharaan kesehatan 
merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan 
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, 
dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan 
kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 
sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan 
upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya 
penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika 
dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan 
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penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan social 
tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin 
meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang 
dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan  perlu untuk 
diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya 
sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. 
Ervina (1:2012) dalam penelitiannya mengenai “Kualitas tenaga 
kerja di Indonesia” mengemukakan tenaga kerja merupakan faktor 
pendukung perekonomian suatu Negara, untuk memajukan perekonomian 
suatu Negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam suatu 
Negara, tenaga kerja ada yang dipekerjakan di dalam dan di luar Negara 
itu sendiri. Seperti halnya Indonesia, tenaga kerja Indonesia banyak 
bekerja di luar negeri. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, 
dapat menghasilkan devisa Negara yang turut mendukung perekonomian 
Indonesia. Sehingga mereka dikenal dengan istilah pahlawan devisa 
Negara. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berpendidikan rendah 
dengan keterampilan dan keahlian yang kurang memadai (minim), 
sehingga belum mempunyai keterampilan dan pengalaman yang baik 
serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian kualitas 
tenaga kerja di Indonesia tergolong rendah. Kualitas tenaga kerja yang 
rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. 
Karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya 
lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Sehingga jarang tenaga 
kerja mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Keterampilan dan 
pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah pekerjaan. 
Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat tenaga kerja Indonesia 
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minim akan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
Agus (15:2011) dalam tulisannya yang berjudul “Peran PEMDA 
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang 
ketenagakerjaan” mengungkapkan menurut UU No. 13 Tahun 2003, 
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk 
yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga golongan 
produktif, yakni dari usia 15-65 tahun.Tenaga kerja dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk 
yang termasuk angkatan kerja terdiri atas orang yang bekerja dan 
menganggur. Jika ada saudara kalian yang sedang mencari pekerjaan, 
maka ia termasuk dalam angkatan kerja. Sedangkan golongan bukan 
angkatan kerja terdiri atas anak sekolah, ibu rumah tangga, dan 
pensiunan. Golongan bukan angkatan kerja ini jika mereka mendapatkan 
pekerjaan maka termasuk angkatan kerja. Sehingga golongan bukan 
angkatan kerja disebut juga angkatan kerja potensial. Pembagian tenaga 
kerja jika digambarkan dalam bentuk bagan akan tampak seperti berikut. 
Tenaga kerja berdasarkan keahliannya, dibagi menjadi: 
a. Tenaga Kerja Terdidik / Tenaga Ahli / Tenaga Mahir 
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu 
keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau 
pendidikan formal dan non formal. 
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b. Tenaga Kerja Terlatih 
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian 
dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian 
terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah 
latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai 
pekerjaan tersebut. 
c. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih 
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja 
kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. 
2. Tingkat Upah Dan Upah Pemerintah Provinsi (UMP) 
Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk 
uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga 
lembur dan tunjangan tunjangan yang diterima secara rutin/reguler 
(tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima 
dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), 
tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang 
bersifat tidak rutin (BPS, 2008). 
Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja 
manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang 
lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan 
menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah 
riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). 
Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja 
pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan/buruh). 
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Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. 
Samuelson & Nordhaus (1999:274-275) mengemukakan ”Dalam 
kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan 
sempurna.” Selanjutnya mereka juga mengemukakan : “Dalam 
menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu mengetahui upah riil 
yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi 
oleh biaya hidup.” Tingkat upah umum ini yang kemudian diadopsi 
menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang 
kebijakan (pemerintah). Kwik Kian Gie (1999:569) menyatakan bahwa : 
“Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara 
berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah 
mungkin”.  
Siswanto Sastrohadiwiryo (2003:15) menyatakan bahwa 
“Perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui 
penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak.” Sementara 
itu menurut Case & Fair (2002:533), yang dimaksud dengan upah 
minimum adalah ”upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh 
perusahaan kepada para pekerjanya.”Di Indonesia ketentuan mengenai 
ketenagakerjaan khususnya dalam sistem penentuan upah diatur dalam 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan 
tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah 
yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, seseorang akan 
menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan 
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pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu 
rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang 
terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah 
meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan 
mengurangi efisiensi pengeluaran. 
Samuelson (1997), peningkatan upah menimbulkan dua efek yang 
bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek subtitusi yang 
mendorong tiap pekerja untuk bekerja lebih lama, karena upah yang 
diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, Efek pendapatan 
mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah menyebabkan 
pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih 
banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva 
penawaran tenaga kerja akan berlekuk kebelakang (backward 
bendingcurve). 
 
Tabel 2.2 Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Selatan 
 
Tahun 
 
Upah Minimum 
Per Hari 
( Dalam Rupiah ) 
 
Upah Minimum 
Per Bulan 
( DalaM Rupiah) 
2001 8.000 200.000 
2002 12.000 300.000 
2003 15.000 375.000 
2004 16.600 415.000 
2005 18.200 455.000 
2006 20.400 510.000 
2007 24.480 612.000 
2008 26.928 679.200 
2009 36.200 950.000 
2010 40.000 1.000.000 
Sumber : Badan Busat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 
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Berdasarkan tabel Tingkat upah minimum di Sulawesi Selatan 
setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan upah ini berdasarkan 
dengan kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah 
untuk menaikkan tingkat upah ini disesuaikan dengan kondisi 
perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, peningkatan upah 
ini secara umum diharapkan untuk meningkatkan semangat kerja para 
pekerja serta untuk mendapatkan penghidupan yang layak.  Tingkat upah 
minimum di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Peningkatan upah tiap tahun ini jumlahnya tidak menentu. Umumnya, 
tingkat upah minimum tiap tahun mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000 
- Rp.100.000, tetapi pada tahun 2008 ke 2009 peningkatan upah ini 
mencapai Rp.200.000 lebih. 
Krueger (Menkiw 2000) menemukakan suatu hasil bahwa 
peningkatan upah minimum ternyata malah meningkatkan jumlah pekerja. 
Kajian ini dilakukan pada beberapa restoran cepat saji di New Jersey dan 
Pennsylvania Amerika Serikat. Dalam kajian ini dijelaskan dalam restoran-
restoran cepat saji di New Jersey yang meningkatkan upah minimum, 
sedangkan restoran-restoran cepat di Pennsylvania tidak menaikkan upah 
minimum pada saat yang sama. 
Brown Mankiw (2000) bahwa ketika pemerintah mempertahankan 
atau meningkatkan upah agar tidak mencapai tingkat equlibrium, hal itu 
dapat menimbulkan kekuatan upah yang menyebabkan peningkatan 
tingkat partisipasi angkatan kerja namun akan meningkatkan 
pengangguran terbuka, hal ini terjadi ketika tingkat  upah meningkat maka 
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semakain banyak orang yang masuk ke pasar tenaga kerja, sehingga 
jumlah angkatan kerja meningkat melebihi jumlah permintaan akan tenaga 
kerja, sehingga meningkatkan pengangguran. Namun kenyataannya 
dalam kasus kesempatan kerja di restoran-restoran di New Jersey 
berlawanan dengan teori standar, di mana kesempatan kerja yang 
seharusnya menurun dibandingkan dengan kesempatan kerja di restoran-
restoran Pennsylvania, ternyata dari data yang ada menunjukkan bahwa 
kesempatan kerjanya semakin meningkat. 
Sedangkan Suryadi (2003:21) bahwa  kefisien  dari  upah minimum 
untuk semua pekerja dari angkatan kerja adalah negatif, kecuali pekerja 
kerah putih (white collar). Hal ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa 
upah minimum akan mereduksi kesempatan kerja dari pekerja dengan 
skill yang rendah di sektor formal. Semakin tinggi tingkat upah yang 
ditawaran dalam pasar maka semakin banyak orang yang tegolang ke 
dalam usia tenaga kerja lebih banyak memilih masuk ke golongan 
angkatan kerja dari pada ke golongan bukan angkatan kerja, sehingga 
menyebabkan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Dengan 
adanya peningkatan tingkat upah makah harga waktu yang ditawarkan 
akan meningkat hal ini menyebabkan para pekerja rela mengorbankan 
waktu senggangnya untuk bekerja. 
Simanjuntak, (2005:13) salah satu faktor yang mempengaruhi 
jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah tingkat upah. 
Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam pasar kerja, maka 
semakin banyak orang yang tertarik masuk ke pasar tenaga kerja, namun 
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sebaliknya apabila tingkat upah yang ditawarkan rendah maka orang yang 
temasuk usia angkatan kerja tidak tertarik untuk masuk ke pasar tenaga 
kerja dan lebih memilih untuk tidak bekerja atau lebih memilih masuk ke 
golongan bukan angktan kerja.Tingkat upah mempengaruhi jumlah 
penawaran tenga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah tenaga 
kerja yang di tawarkan akan meningkat dan sebaliknya. Tingkat upah 
mempunyai peranan langsung terhadap waktu kerja yang ditawarkan. 
Pada kebanyakan orang, upah yang tinggi menjadi rangsangan atau 
motivasi untuk bekerja, secara umum upah mempunyai korelasi positif 
dngan waktu kerja yang ditawarkan.Upah tenaga kerja memainkan 
peranan penting dalam ketengakerjaan. Upah merupakan salah satu 
faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenagakerjaan 
mempengaruhi terhadap penyerapan tenga kerja. 
3. Izin, Perlindungan Dan Jaminan soial  Ketenagakerjaan 
Secara umum hak dan kewajiban bagi tenaga kerja laki – laki 
maupun wanita adalah sama, seperti halnya:  
a. pengaturan jam kerja / lembur 
b. waktu kerja dan istirahat 
c. peraturan tentang istirahat / cuti tahunan serta 
d. jaminan sosial 
a. Pengaturan Jam Kerja / Kerja Lembur  
Didalam Undang – Undang nomor 1 tahun 1951 tentang 
pernyataan berlakunya Undang – Undang Nomor 12 tahun 1948 pasal 10 
ayat 1 mengatakan : “ Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 
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7 jam sehari dan 40 jam seminggu “.  Ini berarti bahwa waktu kerja 
dibatasi hanya dalam jangka waktu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. 
Kenyataannya banyak perusahaan yang memperkerjakan pekerjaannya 
melebihi ketentuan tersebut diatas. Hal tersebut diperbolehkan asal ada 
izin dari Departemen Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 12 
ayat 1 peraturan pemerintah No 4 tahun 1951 pasal II sub pasal 2 yang 
berbunyi sebagai berikut : Dengan izin dari kepala jawatan perburuhan 
atau yang ditunjuk olehnya, bagi perusahaan yang penting untuk 
penbangunan negara, majikan dapat mengadukan aturan waktu kerja 
yang menyompang dari pasal 10 ayat 1, kalimat pertama ayat dua dan 
tiga Undang – Undang kerja tahun 1948.  
Didalam surat keputusan izin penyimpangan waktu kerja dan waktu 
istirahat dicantumkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh pihak 
pengusaha. Pengaturan tentang kerja lembur tersebut diatur dalam 
keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP. 608/MEN/1989 tentang : “ 
Pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat bagi 
perusahaan – perusahaan yang memperkerjakan pekerjaan 9 jam sehatri 
dan 54 jam seminggu “. 
b. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat  
Pengaturan jam kerja diatur dalam Undang - Undang No. 1 tahun 
1951, pasal 10 ayat dan ayat 3 : 
- “Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus 
menerus diadakan waktu istirahat yang sedikit–dikitnya ½ jam 
lamanya diadakan waktu istirahat tidak termasuk waktu jam 
bekerja.” 
- “Untuk tiap-tiap minggu harus diadakan sedikitnya satu hari 
istirahat.” 
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Hal ini dimaksudkan agar para pekerja setelah menjalankan 
pekerjaan didalam batas waktu tertentu setelah mendapat istirahat agar 
dapat segera menghadapi pekerjaan selanjutnya, dan diharapkan 
produktivitas kerja akan naik dengan terjaminnya keselamatan dan 
kesehatan kerja. 
c. Pengaturan Istirahat / Cuti Tahunan  
Bagi tenaga kerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan 
berturut–turut berhak untuk mendapat istirahat / cuti tahunan. Hal ini diatur 
dalam Undang–Undang No. 1 tahun 1951 pasal 14 peraturan pemerintah 
No. 21/54 dan diperluas dengan surat keputusan menteri tenaga kerja dan 
Tranmigrasi No. 69/MEN/80 tentang perluasan lingkungan istirahat 
tahunan bagi buruh. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa:  
- Setelah waktu istirahat seperti tersebut dalam pasal 10 dan 13 
buruh menjalankan pekerjaan untuk satu atau beberapa majikan 
dari suatu organisasi harus diberi izin untuk beristirahat sedikit-
dikitnya dua minggu tiap-tiap tahun  
- Pemberian waktu istirahat tersebut disesuakan dengan jumlah 
hari masuk kerja selama 1 tahun. 
d. Jaminan Sosial dan Pangupahan  
Agar para pekerja dapat menjalankan pekerjaanya dengan 
semangat dan bergairah, masalah jaminan sosial dan pengupahan perlu 
diperlukan oleh perusahaan. Jaminan sosial yang dimaksud antara lain 
jaminan sakit ,hari tua, jaminan kaesehatan, jaminan perumahan, jaminan 
kematian dan sebangainya. Mengenai jaminan sosial ini sudah diatur 
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secara normatip didalam perundangan, sehingga bagi perusahaan yang 
belum atau tidak memenuhi standard yang sudah ditetapkan dapat 
dikenakan sangsi. Perihal perlindungan upah diatur dalam peraturan 
pemerintah No. 8 tahun 1981, antara lain mengatur tentang upah yang 
diterima oleh para pekerja apabila pekerja sakit, halangan atau 
kesusahan. Disamping itu diatur pula tentang larangan diskriminasi antara 
tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita didalam hal menetapkan 
upah untuk pekerjaan yang sama nilainya.  
Sedangkan perlindungan yang sifatnya khusus untuk tenaga kerja 
wanita: 
1) Kerja malam  
Kebutuhan dari beberapa sektor industri menuntut tegara 
kerja wanita bekerja malam hari. Berdasarkan peraturan 
perundangan pada prinsipnya tenaga kerja wanita dilarang 
untuk bekerja pada malam hari, akan tetapi mengingat berbagai 
alasan, maka tenaga kerja wanita diizinkan untuk bekerja pada 
malam hari antara lain : a. alasan sosial, b. alasan teknis, c. 
alasan ekonomis.  
Ketentuan yang mengatur kerja malam tenaga kerja 
wanita pada pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 1984 yang 
menetapkan : “ Orang wanita tidak boleh menjalankan 
pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu 
menurut sifat , tempat, dan keadaan seharusnya dijalanka oleh 
wanita”. Tata cara mempekerjakan tenaga kerja wanita pada 
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malam hari telah dikeluarkan  dengan peraturan Menteri Tenaga 
Kerja R.I./ No. Per.04/MEN/1989 yang terdiri dari lima pasal, 
antara lain, harus ada izin dari Depnaker setempat dengan 
dengan syarat yang harus dipenuhi, misalnya : mutu produksi 
harus lebih baik bila memepekerjakan wanita, pengusaha harus 
menjaga keselamatan, kesehatan dan kesusilaan (tidak boleh 
mempekerjakan wanita dalam keadaan hamil, ada angkutan 
antar jemput dan sebagainya), penyediaan makanan ringan, 
ada izin dari orang tua / suami dan lain–lain.  
Namun Kenyataan masih banyak perusahaan yang 
belum melaksanakan peraturan tersebut misalnya tenaga kerja 
wanita tidak disediakan angkutan antar jemput malainkan 
datang sendiri ke tempat kerja. 
2) Cuti hamil, melahirkan dan gugur kandungan  
Bagi tenaga kerja wanita yang hamil, dilindungi oleh UU 
dalam pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan : 
- Buruh wanita harus diberi istirahat selama saru setengah 
bulan sebelum saatnya ia melahirkan menurut 
perhitungan dan satu setengah bulan setelah melahirkan 
anak atau gugur kandungan. Ketentuan tersebut 
dinyatakan berlaku dengan peraturan pemerintahan No. 4 
tahun 1951 pasal 1 sub pasal 1 yang berbunyi : bagi 
tenaga kerja yang akan menggunakan hak cutinya 
diwajibkan :  
32 
- Mengajukan permohonan yang dilampiri surat keterangna 
dokter, bidan atau keduanya tidak ada, dapat dari 
pegawai pamong praja atau sederajatnya camat.  
- Permohonan diajukan selambatnya 10 hari sebelum 
waktu cuti mulai.  
Cuti sebelum saatnya melahirkan dimungkinkan untuk 
diperpanjang apabila ada keterangan dokter yang menerangkan 
bahwa yang bersangkutan perlu mendapatkan istirahat untuk 
menjaga kehamilannya.Perpanjangan waktu istirahat sebelum 
melahirkan memungkinkan sampai selama – lamanya tiga 
bulan. 
3) Kesempatan menyusukan anak  
Bagi tenaga kerja wanita yang masih menyusukan 
anak.Harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan 
anak.Didalam penjelaskan pasal 13 ayat 4 tersebut ditentukan 
bahwa dipikirkan oleh pemerintah kemungkinan mengadakan 
tempat penitipan anak. 
4) Penghapusan perbedaan perlakuan terhadap tenaga kerja 
wanita  
Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja wanita, 
dapat dilihat pula dengan adanya beberapa ketentuan yang 
menghapuskan adanya pebedaan perlakuan terhadap tenaga 
kerja wanita. Adapun ketentuan tersebut adalah : 
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 UU No. 80 tahun 1957 tentang retifikasi konvensi ILO No. 
100 tahun 1954 mengenai upah yang sama antara laki–
laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 
Dalam prakteknya benyak sekali keluhan dari para 
pekerja wanita tersebut, misalnya :  
a. Tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan 
pendidikan tambahan atas beban perusahaan 
b. Adanya distriminasi atas pengupahan yang sama 
untuk masa kerja yang sama dan oekerjaan yang 
sama nilainya, dan sebagainya.  
 Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang 
perlindungan upah yang menyatakan adanya pemberian 
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah 
ditetapkan tersebut. 
 Peraturan menteri tenaga kerja No. per. 04/MEN/1989 
tentang larangan PHK bagi tenaga kerja wanita karena 
hamil atau melahirkan.  
Peraturan menteri ini memuat bahwa pengusaha tidak 
boleh mengurangi hak–hak tenaga kerja wanita yang karena 
hamil dan karena fisik dan jenis pekerjaan tersebut tidak 
memungkin dikerjakan olehnya. Artinya walaupun pekerja 
tersebut cuti dan tugasnya dialihkan kepada orang lain, namun 
haknya untuk mendapatkan upah tetapa tiap bulan dan jika ia 
sudah dapat bekerja lagi maka upah tersebut harus diterima 
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kembali. Apabila perusahaan tidak memungkinkan untuk 
melaksakan peraturan tersebut, pengusaha wajib memberikan 
cuti diluar tanggungan perusahaan sampai timbul hak cuti hamil 
seperti yang telah ditatapkan oleh pasal 13 UU No. 1 tahun 
1951. Apabila perusahaan melanggar ketentuan yang telah 
disebutkan diatas pengusaha dapat diancam atua didenda 
setinggi-tingginya seratus ribu rupiah sesuai dengan pasal 17 
UU No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
mengenai tenaga kerja pada pasal 6 peraturan mentei No. 
03/MEN/1989. 
4. Fenomena Ketenagakerjaan Dan Pelayanan Pemerintah Daerah 
Masalah kependudukan yang dihadapi oleh Negara sedang 
berkembang senantiasa diperhadapkan pada pertumbuhan penduduk 
yang terlalu tinggi sehingga secara langsung bermasalah terhadap upaya 
peningkatan kesejahteraannya. Tingkat pertumbuhan penduduk yang 
semakin cepat menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa 
menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. 
Sementara itu, bilamana pertumbuhan penduduk tersebut disertai pula 
pertambahan penduduk struktur usia muda akan merupakan beban 
tanggungan penduduk yang bekerja. Di samping itu besarnya golongan 
umur anak-anak merupakan factor penghambat pembangunan ekonomi, 
karena sebagian pendapatan yang diperoleh yang sebenarnya harus 
ditabung yang kemudian diinvestasikan untuk pembangunan ekonomi, 
terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang dan pangan bagi 
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mereka yang merupakan beban tanggungan penduduk ini.Masalah 
kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan 
pembangunan seperti di Indoensia adalah pola penyebaran penduduk dan 
mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar 
daerah, maupun antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, serta 
antar sektor. 
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BAB  III 
METODE  PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaen Bone, Propinsi Sul-Sel. 
Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa terdapat fakta 
menarik terkait isu pelayanan Pemerintah Daerah setempat dibidang 
ketenagakerjaan di Kabupaten Bone. bahwa sesungguhnya rasio jumlah 
penganggur dengan jumlah angkatan kerja terbilang rendah hal ini sesuai 
dengan data BPS 2010.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data 
primer dan data sekunder yang   terdiri  dari  data yang bersifat kualitatif 
dan kuantitatif. 
1. Jenis Data 
Data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 
dua yakni: 
a. Data primer, yang dikumpulkan berbentuk hasil wawancara 
mendalam yang dilakukan terhadap responden yang berasal dari 
masyarakat dan pihak pemda yang terkait dengan persoalan 
tersebut untuk mengetahui implikasi dan hambatan dalam 
kewenangan Pemda dibidang ketenagakerjaan berdasarkan 
persepsi masyarakat (responden). 
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b. Data Sekunder, data ini diperlukan untuk mendukung analisis 
dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan 
terkait dengan pengungkapan fenomena sosial dalam penelitian 
ini. Data sekunder ini antara lain, kepustakaan (Library 
Research) serta bahan dari internet. 
2. Sumber Data 
Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari 
berbagai   sumber yaitu: 
a. Data primer berasal dari hasil wawancara terhadap responden. 
b. Data sekunder berasal dari hasil publikasi berbagai literatur 
yang ada di beberapa tempat,seperti: 
1) Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Dan Sulawesi 
Selatan 
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, PEMDA Kabupaten 
Bone, dan library search. 
 
C. Tehnik Pengumpulan Data 
1. Wawancara: yaitu untuk memperoleh informasi yang valid dalam 
pengumpulan data pada penelitian ini diadakan wawancara 
langsung yang dilakukan dengan responden untuk menggali data 
yang lebih mendalam tentang implikasi dan hambatan kewenangan 
Pemda Kabupaten Bone dibidang ketenagakerjaan. 
2. Studi Dokumentasi: dalam penelitian ini ialah dengan cara 
mempelajari berbagai terbitan, buletin, buku dan materi ilmiah 
lainnya yang relevan dengan topik peneliti 
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D. Analisis Data 
Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Metode penelitian  Normatif  guna mengungkapkan keadaan atau fakta 
yang akurat dari obyek yang diamati, yang disesuaikan dengan teori atau 
dalil yang berlaku dan diakui. Untuk itu mengenai implikasi dan 
kewenangan Pemda Kabupaten Bone dibidang ketenagakerjaan. Baik 
yang menyangkut data primer dan data sekunder akan dilakukan untuk 
memperoleh informasi. 
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BAB  IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL 
 
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan 
Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten di pesisir timur 
Propinsi Sulawesi selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota 
Makassar.Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan 
kearah utara. Secara astronomis terletak dalam posisi 4 13‟-120040‟ Bujur 
Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
 Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan 
Soppeng 
 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan 
Gowa 
 Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone 
 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, 
Pangkep, dan Barru 
Luas wilayah Kabupaten Bone seluruhnya berjumlah kurang 
lebih4.559,00 Km2.  Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan 
yang diperinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) desa dan 39 (tiga 
puluh sembilan) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 (delapan 
ratus delapan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua 
puluh satu). Adapun berikut merupakan Peta wilayah Kabupaten Bone : 
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Gambarl 1. Luas Wilayah Kabupaten Bone Menurut Kecamatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Gambar : BPS Kabupaten Bone 
 
B. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone 
Adapun visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
kabupaten bone adalah sebagi berikut :  
a. Visi  
“Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Bermutu Dan Berkualitas 
Dalam Satu Keatuan Budaya “ 
b. Struktur Organisasi Dan Kepegawaian 
Semua susunan struktur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
Kabupaten Bone dibuat berdasarkan Peraturan Daerah dengan Nomor 3 
Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga 
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Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone. Adapun struktur Dinas Tenaga 
Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, yakni 
sebagai berikut :  
1) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
2) Sekretarsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
3) Kelompok Jabatan Fungsional 
4) Sub Bagian Umum dan Perencanaan 
5) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
6) Sub Bagian Kepegawaian 
7) Sub Bagian Pemberdayaan Tenaga Kerja 
8) Seksi Penyelenggaraan dan  Ketenaga kerjaan 
9) Seksi Data dan Informasi 
c. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) 
Sesuai dengan Perda no.3 tahun 2008 tentang susunan dan tata 
kerja dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kabupaten Bone, maka tugas 
pokok dan fungsi untuk semua struktur dalam lingkup dinas Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi Kabupaten Bone. Untuk menjalankan tugas pokok 
tersebut struktur yang ada dalam organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Kabupaten Bone mempunyai fungsi sebagai berikut : 
Kepala Dinas mempunyai tugas : 
 Menetapkan program kerja Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi berdasarakan rencana kegiatan masing masing 
sub bidang dan rencana kegaiatan bagian sekretariat; 
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 Membuat rumusan kebijakan tekhnis bidang ketenagakerjaan 
berdasarkan kewenangan yang ada; 
 Memberikan pelayanan perijinan di bidang; 
 Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai 
bidang tugasnya; 
 Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-
tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing masing; 
 Memberikan petunjuk dan bimbingan tekhnis serta pengawasan 
kepada bawahan; 
 Memeriksa hasil kerja bawahan; 
 Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja 
bawahan; 
 Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja kepada 
Bupati; 
 Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam melaksankan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
sekretariat Daerah. 
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai 
tugas: 
 Melaksanakan urusan surat  menyurat, rumah tangga, dan 
memberikan penerangan, pelaksanaan kegiatan di lingkungan 
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; 
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 Melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan di 
lingkungan dinas; 
 Melaksanakan urusan mutasi, kenaikan pangkat dan gaji 
berkala lingkungan dinas; 
 Pengadaan Kartu AK I 
 Menyusun program kerja sekretariat sebagai bahan program 
kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi berdasarkan 
rencana kegiatan masing masing sub bagian; 
 Menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja sekretariat 
sebagai bahan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi berdaasarkan laporan hasil kegiatan masing 
masing sub bagian; 
 Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas 
bawahan sesuai dengan bidangnya masing masing; 
 Memberikan petunjuk dan bimbingan tekhnis serta pengawasan 
kepada bawahan; 
 Memeriksa hasil kerja bawahan; 
 Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; 
 Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; 
 Melaksanakan urusan keuangan; 
 Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja 
bawahan 
 Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan. 
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Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi.  Bagian sekretaris terdiri dari sub bagian umum, sub bagian 
kepegawaian, dan sub bagian keuangan dan perlengkapan adapun tugas 
sub sub bagian tersebut sebagai berikut: 
Sub bagian umum memiliki tugas : 
 Menginventarisir surat masuk dan keluar 
 Memfasilitasi tamu-tamu kantor sesuia dengan kepentingannya 
 Mengkoordinir petugas kebersihan kantor 
 Mengkoordinir bagian legalisasi 
 Mengkoordinir acara protokoler dinas 
 Melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan 
naskah dinas 
 Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas 
dan protokol 
 Membuat rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan 
untuk diajukan dalam penyusunan program dinas tahun yang 
akan datang selambat lambatnya pada bulan Juli tahun 
berjalan. 
Sub bagian kepegawaian Memiliki tugas : 
 Menyusun rencana dan program kerja tahunan seksi 
kepegawaian 
 Menyiapkan rencana formasi penerimaan dan pengangkatan 
dan pemerataan pengawas di lingkungan kerja dinas 
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 Menyiapkan usulan mutasi antara lain kenaikan pangkat, 
pemindahan, pemberhentian dan pensiunan tenaga administrasi 
dan fungsional 
 Menyusun daftar urut kepangkatan pegawai 
 Mengelolah kenaikan gaji berkala tenaga administrasi dan 
tenaga fugnsional 
 Melaksanakan urusan tata usaha pengawas 
 Penyiapan koordinasi pelaksanaan ujian dinas 
 Pengurusan pemberian tanda pengahargaan kepada pegwai  
 Pengurusan tabungan asuransi pegawai dan kartu kesehatan 
 Pelaksanaan bimbingan penyaluran dana subsidi guru serta 
peningkatan kesejahteraan pegawai 
 Menyusun laporan sub bagian 
 Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan 
Sub bagian keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : 
 Menyusun rencana dan program sub bagian keuangan 
 Melakukan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi 
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban 
dan pembukuan 
 Meneliti, menguji kebenaran setiap dokumen bukti penerimaan, 
penyimpanan dan pengeluaran uang 
 Melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen bukti 
pengeluaran uang 
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 Melakukan pembayaran gaji pegawai, biaya perjalaan dinas, 
rekening telepon dan air serta borongan dan pembelian 
 Melakukan tuntunan ganti rugi 
 Mempersiapkan laporan periodik tentang pengeluaran 
keuangan 
 Memonitor pelaksanaan anggaran 
 Mencatat, mengolah dan menganalisis data hasil monitor 
pelaksanaan anggaran 
 Mempersiapkan penyusunan anggaran belanja dinas 
 Menyusun pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran 
dinas 
 Menerima, menyimpan, dan menguangkan surat berharga  
 Mengumpulkan data perkembangan pelakanaan anggaran 
dinas 
 Menyusun identifikasi masalah yang menyangkut anggaran 
Dinas 
 Mempersiapkan bahan penyusunan, saran penyesuaian 
pelaksanaan anggaran dinas 
 Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan 
keuangan yang bersumber dari APBD 
 Melakukan pengurusan gedung dan perabot 
 Melakukan infentarisasi dan mempersiapkan penghapusan 
barang dan perlengkapan 
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 Melakukan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 
perawatan inventaris 
 Melakuakan stock volume barang barang kebutuhan ATK dan 
barang barang lainnya masing masing bidang 
 Melakukan pendistribusian barang perlengkapan yang meliputi 
perabot, peralatan tekhnis, alat kantor dan pembukuan 
 Mengumpulkan dan mengolah data inventaris kantor 
 Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan 
d. Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 dan Peraturan 38 tahun 
2007 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengamanatkan 
beberapa butir perubahan yang memiliki dimensi standarisasi yang sangat 
ketat dan lebih mempertimbangkan kuantitas dan kepentingan pemerintah 
pusat ketimbang prioritas untuk mengefektivkan penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah melalui solusi persoalan-persoalan di daerah. 
Standarisasi ini sendiri muncul karena beberapa alasan:  
1) Ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan 
lembaga pusat yang selama ini sering mengakibatkan kesulitan 
proses penganggaran dan berujung pada inefisiensi 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah;  
Struktur organisasi pemerintah daerah di Indonesia yang 
cenderung sangat gemuk sehingga berpotensi menyedot 
sebagian besar alokasi APBD untuk belanja tidak langsung    
(belanja aparatur) dan bukan untuk pos belanja langsung untuk 
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membiayai program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih 
produktif bagi kepentingan masyarakat. 
2) Struktur organisasi pemerintah daerah di Indonesia yang 
cenderung sangat gemuk sehingga berpotensi menyedot 
sebagian besar alokasi APBD untuk belanja tidak langsung 
(belanja aparatur) dan bukan untuk pos belanja langsung untuk 
membiayai program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih 
produktif bagi kepentingan masyarakat. 
Kelemahan desain penataan kelembagaan di daerah melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 adalah karena 
Peraturan Pemerintah ini lebih melihat persoalan kelembagaan 
semata-mata sebagai persoalan struktur kelembagaan. 
Standarisasi yang ketat yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah 
ini tidak mempertimbangkan dimensi lain dari kelembagaan 
daerah seperti aparatur, sistem tata laksana, dan nilai dasar 
organisasi. Hal ini terlihat dari esensi kebijakan yang lebih 
menekankan pada tiga hal:  
a) Penyeragaman nomenklatur kelembagaan daerah;  
b) Penentuan jumlah kelembagaan daerah yang berbasis pada 
hasil perhitungan atas variable jumlah penduduk, luas 
wilayah, dan jumlah APBD;  
c) Perumpunan kelembagaan daerah, meskipun juga 
menentukan beberapa perubahan lain seperti perubahan 
eselonisasi pejabat daerah. 
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Pembentukan kelembagaan atau organisasi perangkat daerah 
akan sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja birokrasi publik, 
karena struktur akan mengikuti strategi (structure follow strategy) yang 
diterapkan organisasi, bukan sebaliknya strategi yang mengikuti struktur  
(strategy follow structure) yang akhirnya mengakibatkan proliferasi atau 
perkem-bangbiakan kelembagaan. 
Dalam praktiknya, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
juga telah menciptakan berbagai kerumitan mengiringi konsekuensi besar 
yang menyertainya. Berbagai standarisasi yang dirumuskan dalam 
regulasi ini pada akhirnya cenderung terlihat sebagai manifestasi 
kepentingan pusat untuk melakukan resentralisasi pemerintahan 
ketimbang penataan kelembagaan untuk efektivitas pemerintahan daerah. 
Masalah efisiensi dan pelayanan publik tampaknya menjadi urutan 
berikutnya. Hal ini juga tampak pada semangat Peraturan Pemerintah  
Nomor 41 Tahun 2007 yang justru lebih banyak berpihak kepada birokrasi 
dari pada pelayanan publik. Hal ini terlihat dari besarnya organisasi 
perangkat daerah melebihi dari yang diatur dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 8 Tahun 2003. 
Perubahan ini, kemudian menjadi hal menarik untuk diteliti, 
khususnya kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pasca 
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah pada Lingkup Sekretariat Daerah 
Kabupaten Bone. 
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C. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Bidang 
Ketenaga Kerjaan Di Kabupaten Bone 
Untuk bergeraknya suatu roda pembangunan tenaga kerja menjadi 
suatu elemen penting. Penduduk Kelompok Angkatan Kerja adalah 
penduduk berumur 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu 
mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak 
bekerja karena suatu sebab seperti yang sedang menunggu panenan dan 
pegawai yang cuti. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai 
pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan/mengharap dapat pekerjaan 
juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Penduduk Kelompok 
Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang 
selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga 
dan sebagainya dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat 
dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari 
pekerjaan.  
Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Bone berjumlah 4.925 jiwa atau hanya 18,41 persen dari total 
pengangguran di Kabupaten Bone. Pencari kerja yang terdaftar terbanyak 
di Kecamatan Taneteriattang Timur yaitu 1.140 jiwa dan terendah di 
Kecamatan Bontocani yaitu 28 jiwa. Secara umum pula dalam sektor 
perekonomian daerah Kabupaten Bone didominasi oleh sektor pertanian, 
dengan sub sektor pertanian pangan, kemudian sub sektor perkebunan, 
peternakan dan perikanan. Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar 
penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 
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356.814 jiwa (70,72%) dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain 
yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan 
Akomodasi (11,54 %) dan yang paling sedikit menyerap tenaga kerja 
adalah Industri Pengolahan (3,41%). 
Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari 
pembangunan masyarakat sebuah daerah, dimana pembangunan 
masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. 
Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, 
diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Sesuai dalam 
peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-04/MEN/1994 dan peraturan 
Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 
145/Men/10/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal dibidang ketenaga 
kerjaan. Oleh karena itu pelayanan pemerintah daerah dibidang ketenaga 
kerjaan di Kabupaten Bone mulai dari Penyelenggaraan Pelatihan 
Keterampilan, Penempatan Tenaga Kerja, Syarat-syarat kerja, Norma 
kerja, Pelayanan Kartu AK I dan pemanfaatan fasilitas gedung haruslah 
diperhatikan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bone khususnya 
dibidang pelayanan ketenagakerjaan dapat mewujudkan masyarakat yang 
sejahtra sesuai dengan (Perda Kabupaten Bone No. 03 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelayanan Umum Pada Dinas Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi). 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam Perda No.03 Tahun 
2012 menerapkan Pedoman Pelayanan umum pada Dinas Tenaga Kerja 
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dan Transmigrasi ada 5 (lima) jenis pelayanan yang diberlakukan bagi 
masyarakatnya yaitu : 
1. Penyelenggaraan Pelatihan keterampilan 
Dari hasil penelitian penulis, penyelenggaraan pelatihan 
keterampilan yang dilakukan Pemda, meliputi : Sertifikat Latihan Lulusan 
LLS dan LLP, dimana kegiatan ini adalah bentuk kerja sama pemerintah 
daerah dengan pihak perusahaan sesuai dengan (Perda Kab.Bone 
No.10/2002). Persyaratan jenis pelayanan ini adalah surat permohonan 
dari perusahaan yang terkait, karena pelatihan dilakukan selama 
seminggu dengan penaggung jawab kegiatan adalah Kepala Bidang 
Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Kepala UPTD-LLK. 
Pemerintah Daerah menganggap bentuk pelayanan ini ditujukan 
kepada masyarakat secara umum sehingga bentuk pelayanan ini 
dilaksanakan tanpa biaya (gratis), masyarakat dihimbau untuk mengikuti 
segala bentuk pelatihan untuk meningkatkan skill mereka serta 
keterampilan yang berguna terhadap peningkatan SDM Kabupaten Bone 
dan pendapatan perusahaan. 
Seperti yang pendapat yang diutarakan oleh Staf Pemberdayaan 
Ahmadi S bahwa: 
„‟Masyarakat seharusnya lebih aktif lagi, ketika kami Pemerintah 
Daerah melakukan suatu kegiatan pelayanan berupa pelatihan 
karena ini sangat bermanfaat bagi mereka dimana mampu 
meningkatkan kapasitas mereka dan juga mereka diberikan 
sertifikat yang dapat mereka gunakan di perusahaan, apalagi 
kegiatan pelayanan ini tidak dipungut bisya (gratis).‟‟ 
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Tenaga Kerja di Kabupaten Bone memang terbilang banyak, tak 
heran jika masyarakat yang tergolong usia kerja ambil bagian dalam 
kegiatan ini, karena menganggap perlu untuk mengikuti kegiatan 
pelayanan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Tenaga Kerja asal 
desa Palattae Andi Agus, bahwa: 
„‟Pelayanan pemerintah daerah bagi kami para pekerja sangat 
diharapkan sebab dengan begitu kami mampu lebih berkembang 
dan keuntungan yang kami peroleh adalah mendapat sertifikasih 
atau akreditasi yang dimana dibutuhkan oleh perusahaan‟‟ 
 
2. Penempatan Tenaga Kerja  
Pelayanan umum yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bone dalam bidang Ketenagakerjaan adalah dengan melakukan klasifikasi 
yaitu tenga kerja antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar lokal 
dan antar kerja antar negara (AKAN), dimana penggolongan ini berfungsi 
mempermudah dalam distribusi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bone 
yang berdasarkan pada Perda Kabupaten Bone No.10/2000, adapun 
syarat dari mengikuti pelayanan Pemda tersebut adalah memiliki surat 
permohonan rekomendasi rekrut dari perusahaan dan tanpa dipungut 
biaya dengan waktu penyelesaian satu hari, dan selaku penanggung 
jawab pelayan ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja. 
Kegiatan antar kerja sebagai salah satu upaya dalam rangka 
melaksanakan misi mengatur, melaksanakan  penyediaan, penyebaran, 
pembinaan, penggunaan dan perlindungan tenaga kerja jadi dalam hal ini 
antar kerja tersebut merupakan salah satu pemberian pelayanan kepada 
masyarakat.  Kerjasama tersebut dapat berwujud  di  satu  pihak  
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kesediaan  para  pemakai  tenaga  kerja  menyampaikan informasi  
tentang  berbagai  lowongan  yang  tersedia  dalam  organisasi  masing-
masing  dan  di  lain  pihak,  penyampaian  informasi  tersebut  ditujukan  
kepada pencari  kerja  yang  terdaftar  pada  kantor  tenaga  kerja  yang  
bersangkutan. 
Manfaat pelayanan ini mengisi  lowongan  yang  tersedia  relatif  
mudah  untuk  dicocokkan  dengan daftar  lamaran  yang  ada  di  kantor  
tenaga  kerja.  Selain  itu,  para  pencari  kerja juga  dapat  dengan  
mudah  untuk  melihat  informasi  tentang  berbagai  lowongan yang  
tersedia  karena  di  tempelkan  pada  papan  pengumuman  yang  khusus 
disediakan  untuk  para  pencari  kerja  tersebut,  artinya  para pelamar 
tidak perlu lagi menemui pegawai tertentu di instansi yang bersangkutan 
untuk memperoleh informasi. 
Demikian pula yang disampaikan oleh Nurdawati selaku Kasubag 
Umum Dan Perencanaan, bahwa: 
„‟Bentuk pelayanan ini adalah sebuah kemudahan bagi tenaga kerja 
di Kabupaten Bone, dimana mempermudah mereka dalam 
memperoleh pekerjaan serta berguna pula bagi perusahaan dalam 
mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan 
perusahaan‟‟.  
 
3. Syarat-syarat kerja dan Norma kerja 
Dalam hal ini telah ditetapkan atau diatur tentang kesepakatan 
waktu kerja tertentu, pemerantasan kasus Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK), kesepakatan kerja bersama oleh perusahaan, izin penyimpangan 
waktu kerja serta istirahat 1 tahun dan izin kerja malam wanita. 
Berdasarkan Perda Kabupaten Bone No.10/2002 yang mengatur semua 
55 
hal tersebut, dengan begitu baik tenaga kerja dan pihak perusahaan yang 
terkait tak mengalami permasalahan karen telah diatur segala bentuk 
ketentuannya, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan ini 
adalah Kabid HI, Kabid Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Jamsos tanpa 
pungutan biaya (gratis). 
Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Muksin selaku Tenaga 
kerja, bahwa: 
„‟Kami sangat berterima kasih dengan bentuk pelayanan Pemda ini, 
karena saya sendiri tak perlu ragu apabila bekerja diperusahaan 
semuanya telah diatur tinggal bagaimana kita memenuhi syarat dan 
menjalankan aturan yang berlaku itu saja, sehingga perusahaan tak 
bisa sewenang-wenang‟‟. 
 
 
4. Pelayanan Kartu AK I atau Kartu Pencari Kerja 
Pelayanan Pemda kabupaten Bone dalam hal pelayanan Kartu AK 
I sangatlah bermanfaat bagi para pecari kerja yang ada di Kabupaten 
Bone, bagaimana tidak bentuk pelayanan ini dibebaskan biaya dimana 
calon pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan seperti: Foto copy 
KTP, Ijasah Terakhir dan Pas Photo. 
Efektivitas  Pelayanan  Publik  di Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten 
Bone  yang dapat dideteksi berdasarkan sub- sub indikator berikut: Waktu, 
Biaya dan Kuantitas. Adapun gambar dari SOP (Standar Operasi 
Pelayanan), yaitu : 
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SOP (Standar Operasi Pelayanan) 
Pelayanan Pencari Kerja (Dengan Waktu 15 Menit) 
  
 
 
 
 
 
                                                                           Petugas 
 
 
 
Pelayanan  AK 1  terdapat  standar  waktu  yang  ditetapkan  dalam 
pelayanan tersebut. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kabid  
Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten 
Bone, beliau mengatakan bahwa:  
“Dalam  menyelesaikan  pelayanan  yang  terdapat  pada  kantor  
dinas tenaga  kerja  ini  baik  itu  berupa  pelayanan  AK  1  tidak  
membutuhkan waktu yang lama karena kami memiliki misi yakni 
memberikan pelayanan yang  cepat,  tepat  dan  memuaskan  bagi  
masyarakat  dalam penyelesaiannya namun itu juga bergantung 
dari situasi maupun kondisi yang ada‟‟. 
 
Terkait masalah Biaya dalam pelayanan, masyarakat sangat diberi 
kemudahan karena pelayanan ini gratis atau tidak dikenakan biaya. 
Berdasarkan hasil wawancara  dengan Kabid Perencanaan, Penempatan 
dan Perluasan Tenaga Kerja, yang mengatakan bahwa:  
Pencari 
Kerja 
Reception 
Meja 
Pengesahan 
Ruang 
Tunggu 
PK1 
PK2 
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“Pelayanan yang diberikan kepada pada masyarakat berupa 
pelayanan AK 1 ini tidak dikenakan biaya (Gratis) namun biasa 
pula ada masyarakat yang  mungkin  memliki  rasa  terimakasih  
yang  tinggi  makanya  mereka memberikan uang sebagai ucapan.” 
 
D. Kendala-Kendala Yang Menghambat Kewenangan Pemerintah 
Daerah Dalam Pelayanan Bidang Ketenaga Kerjaan Di 
Kabupaten Bone 
Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, pada tahun 2010 penduduk 
Kabupaten Bone yang berumur 15 tahun ke atas sebanyak 504.545 jiwa, 
yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja sebanyak 323.583 jiwa 
dan 180.962 jiwa bukan angkatan kerja. Sebagian besar angkatan kerja di 
Kabupaten Bone adalah laki-laki yang berjumlah 189.811 jiwa atau 58,66 
persen dari total angkatan kerja. Sebagian besar bukan angkatan kerja 
adalah perempuan berjumlah 147.559 jiwa atau 81,54 persen. Dari total 
bukan angkatan sebagian besarnya adalah adalah ibu rumah tangga 
berjumlah 110.160 jiwa atau 97,15 persen. 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu 
ukuran yang sering digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi 
penduduk. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja 
dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK penduduk 
15 tahun ke atas di Kabupaten Bone pada tahun 2010 tercatat 64,13 
persen. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan rasio antara pencari 
pekerjaan dan jumlah angkatan kerja.Dari seluruh angkatan kerja yang 
berjumlah 504.545 jiwa tercatat bahwa 26.763 jiwa dalam status 
pengangguran. Dari angka tersebut didapat tingkat pengangguran terbuka 
di Kabupaten Bone pada tahun 2010, yakni sebesar 8,27 persen. 
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Berdasarkan Kondisi yang telah dipaparkan diatas, penulis juga 
menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, seperti berikut :  
1. Kendala Internal adalah kendala yang disebabkan oleh faktor 
dari dalam baik dari pihak Pemerintah Daerah sendiri maupun 
dari pusat, diantaranya:  
a. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang 
biasanya dilaksanakan tidak tepat waktu, hal ini disebabkan 
karena minimnya sumber dana sedangkan untuk 
melaksanakan pelayan ini diperlukan dana yang terbilang 
besar. 
b. Tidak meratanya proses informasi kepada masyarakat 
setiap melakukan kegiatan pelatihan, yang diakibatkan 
minimnya sumber daya yang ada. 
c. Dalam Pelayanan Penempatan tenaga kerja masih minim 
informasi yang diperoleh oleh Pemda. 
d. Rekomendasi perpanjangan ijin penggunaan tenaga kerja 
biasanya juga lamban hal ini karena terbatasnya fasilitas 
yang dimiliki pemda. 
e. Syarat-syarat dan Norma Kerja Pemda dalam hal ini kurang 
mampu memperoleh informasi yang akurat, baik mengenai 
kesepakatan waktu kerja, PHK dan Kesepakatan Kerja 
bersama. Kemudian informasi mengenai izin penyimpangan 
waktu kerja dan izin kerja malam wanita sehingga Pemda 
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dinilai lamban dalam menyikapi pelanggaran yang berkaitan 
dengan pelayanan tersebut. 
f. Dalam pelayanan Kartu AK I atau Kartu Pencari Kerja, 
dalam menerapkan standar operasional pelayanan kadang 
belum maksimal disebabkan juga karena minimnya sumber 
daya dan bantuan dari pusat. 
2. Kendala External adalah kendala yang disebabkan oleh faktor 
dari luar yaitu Masyarakat dan kondisi diluar pengaruh Pemda. 
a. Dalam Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan yang dilakukan 
oleh pemda Kabupaten Bone, ada sebagian masyarakat 
menganggap kegiatan pelayanan ini tidak memberikan 
dampak apa-apa sehingga kurangnya antusiasme 
menyebabkan menurunnya target kinerja Pemda 
Ketenagakerjaan Kabupaten Bone. 
b. Masyarakat tidak antusia untuk melakukan pendataan 
sebagai angkatan kerja sehingga Pemda dinas 
ketenagakerjaan tidak mampu melakukan distribusi 
lapangan kerja dengan baik, kecenderungan masyarakat 
angkatan kerja seenaknya saja melamar pekerjaan tanpa 
melaporkan diri. 
c. Perusahaan tidak mengurus Rekomendasi perpanjangan  
izin penggunaan tenaga asing sehingga merugikan pemda 
Kabupaten Bone. 
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d. Para calon tenaga kerja tidak memperhatikan dan mengikuti 
Syarat dan Norma kerja sehingga sering terjadi pelanggaran 
pada saat bekerja, dan tentunya ini merugikan para tenaga 
kerja. 
e. Tenaga kerja kurang sadar terhadap pentingnya mengurus 
Kartu AK I sehingga sulit memperoleh pekerjaan yang layak. 
f. Masih adanya budaya konektivitas dalam pengurusan Kartu 
AK I sehingga tidak SOP tidak berjalan dengan semestinya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian skripsi diatas, penulis dapat menyimpulkan 
bahwa:  
1.  Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelayanan bidang 
ketenaga kerjaan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pelayanan berupa 
penyelenggaraan pelatihan, penempatan tenaga keja, syarat-
syarat kerja, norma kerja dan Pelayanan Kartu AK I.  
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 
dalam pelayanan Ketenagakerjaan terbagi 2(dua) yaitu Kendala 
Internal, yaitu segala bentuk penghambat dan tidak tepat 
sasaran yang disebabkan oleh Pemda atau pusat. Kemudian 
Kendala External yaitu segala bentuk permasalahan yang 
disebabkan oleh faktor para pencari kerja maupun kondisi diluar 
Pemerintah Daerah. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan skripsi diatas, maka diperlukan perhatian 
yang lebih serius lagi atau peningkatan kinerja oleh Pemerintah Daerah 
setempat, serta penulis memberikan saran agar perlunya koordinasi yang 
jelas serta sosialisasi informasi yang merata bagi para pencari kerja, 
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kemudian masyarakat khususnya para pencari kerja sekiranya 
melaporkan diri untuk didata di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bone agar 
distribusi pekerjaan mampu diakses lebih cepat dan merata. 
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